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Abstrak

Pesatnya pertumbuhan ojek online di Kabupaten Bantul tidak diimbangi dengan
perlindungan konsumen yang memadai. Data menunjukkan tingginya angka
kecelakaan ojek online namun mayoritas penumpang tidak mengetahui hak mereka
atas kompensasi ketika mengalami kecelakaan. Proses klaim asuransi yang rumit dan
kurangnya sosialisasi menyebabkan banyak korban kecelakaan tidak mendapat
perlindungan yang layak. Kondisi ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan prinsip magasid syariah yang
mewajibkan perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dan harta (hifz al-mal). Kesenjangan
antara layanan transportasi modern dengan jaminan keselamatan konsumen ini
memerlukan kajian mendalam tentang efektivitas perlindungan hukum bagi
penumpang ojek online.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif
deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis dan filosofis untuk menganalisis
implementasi perlindungan hukum konsumen ditinjau dari teori efektivitas hukum dan
magasid syariah. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Bantul dengan fokus pada
pangkalan ojek online. Sumber data primer diperoleh melalui observasi, wawancara,
dan dokumentasi, sedangkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan,
karya ilmiah, dan artikel terkait. Metode analisis menggunakan pendekatan empiris
untuk mengkaji fenomena yang terjadi di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 oleh PT. Gojek Indonesia Yogyakarta belum memberikan perlindungan hukum
yang maksimal bagi penumpang ojek online yang mengalami kecelakaan. Hal ini
bertentangan dengan Pasal 4 huruf a yang menjamin hak konsumen atas kenyamanan,
keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, serta Pasal 7
huruf f yang mewajibkan pelaku usaha memberikan kompensasi atas kerugian akibat
penggunaan jasa. Meskipun penumpang tercakup dalam skema asuransi, sosialisasi
informasi mengenai proses klaim dan besaran tanggungan masih kurang efektif, yang
melanggar Pasal 7 huruf b tentang kewajiban memberikan informasi yang benar, jelas
dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa. Dalam perspektif magasid syariah,
perlindungan terhadap penumpang ojek online belum sepenuhnya memenuhi prinsip
hifz al-nafs (perlindungan jiwa) dan hifz al-mal (perlindungan harta), sehingga
diperlukan perbaikan dalam implementasi perlindungan konsumen yang lebih
komprehensif dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan Islam.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Ojek Online, Magasid Syariah



Abstract

The rapid growth of online motorcycle taxis in Bantul Regency is not balanced with
adequate consumer protection. Data shows a high rate of online motorcycle taxi
accidents, yet the majority of passengers are unaware of their rights to compensation
when experiencing accidents. Complex insurance claim processes and lack of
socialization cause many accident victims to not receive proper protection. This
condition contradicts Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection and the
principles of magasid syariah which mandate the protection of life (hifz al-nafs) and
property (hifz al-mal). The gap between modern transportation services and consumer
safety guarantees requires an in-depth study on the effectiveness of legal protection
for online motorcycle taxi passengers.

This research uses juridical empirical method with descriptive qualitative approach.
The approaches used are juridical and philosophical to analyze the implementation of
consumer legal protection reviewed from legal effectiveness theory and magasid
syariah. The research location was conducted in Bantul Regency focusing on online
motorcycle taxi bases. Primary data sources were obtained through observation,
interviews, and documentation, while secondary data consisted of laws and
regulations, scientific works, and related articles. The analysis method uses an
empirical approach to examine phenomena occurring in the field.

The research results show that the implementation of Law Number 8 of 1999 by PT.
Gojek Indonesia Yogyakarta has not provided maximum legal protection for online
motorcycle taxi passengers who experience accidents. This contradicts Article 4 letter
a which guarantees consumers' rights to comfort, security, and safety in consuming
goods and/or services, as well as Article 7 letter f which obliges business actors to
provide compensation for losses due to service usage. Although passengers are
covered by insurance schemes, socialization of information regarding claim processes
and coverage amounts is still ineffective, violating Article 7 letter b regarding the
obligation to provide correct, clear, and honest information about service conditions
and guarantees. From the perspective of maqasid syariah, protection for online
motorcycle taxi passengers has not fully met the principles of hifz al-nafs (protection
of life) and hifz al-mal (protection of property), thus requiring improvements in
consumer protection implementation that is more comprehensive and in accordance
with Islamic justice values.

Keywords: Consumer Protection, Online Motorcycle Taxi, Magasid Syariah
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan

A. Konsonan Tunggal

bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan
Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini
meng- gunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama
Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya
adalah sebagai berikut:

Huruf Arab | Nama Huruf latin Nama
| Alif  tidak tidak dilambangkan
dilambangkan
< Ba‘ B Be
<O Ta‘ T Te
& Sa‘ S es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
z Ha‘ H ha (dengan titik di bawah)
z Kha* Kh ka dan ha
2 Dal D De
3 Zal V4 ze (dengan titik di atas)
B Ra‘ R Er
J Zai Z Zet
o Sin ] Es
o Syin Sy es dan ye
o= Sad S es (dengan titik di bawah)
o= Dad D de (dengan titik di bawah)
L Ta‘ T te (dengan titik di bawah)
L Za‘ Z zet (dengan titik di bawah)
& _Ain _ koma terbalik di atas
¢ Gain G Ge
- Fa‘ F Ef




3 Qaf Q Qi

&l Kaf K Ka
Lam L _el

@ Mim M _em

U Nun N _en

Huruf Arab | Nama Huruf latin Nama

3 Waw W W

> Ha“ H Ha

e Hamzah _ Apostrof

< Ya“ Y Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

Ditulis muta’addidah
Ditulis ‘iddah
C. Ta‘® Marbitah di Akhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h
Ditulis hikmah
:i\;"ge_
Ditulis illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya).

2. Biladiikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah,
maka ditulis dengan h.

gLﬂjﬁ\&;‘gf c Kara A

3. Bila ta’ marbiitah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan
dammah ditulis t atau h.



EHES ( :
D. Vokal Pendek
1. ----~ ---4  Fathah Ditulis a
2. ---- -4 Kasrah Ditulis [
3. ---- —---|  Dammah Ditulis u

E. Vokal Panjang

1. Fathah + alif ditulis a
dithis Istihsan
Ol
2. Fathah + ya’ mati Ditulis a

ditulis Unsa

A -
P

Sl
3. Kasrah + ya’ mati ditulis 1
giulis al- ‘Alwani
lglal]
4. Dammah + wawu ditulis a
mati ditulis
‘Ulim
o sle
. Vokal Rangkap
1. Fathah + ya’ mati | ditulis ai
ot \V Gairihim
2. Fathah + wawu mati| ditulis au
ditulis Qaul
Js8

1. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan
dengan Apostrof

eliﬁ ditulis a’antum

e ditulis w’iddat

Xi



@S oV ditulis la’in syakartum

I11. Kata Sandang Alif +Lam
a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

o1 Ditulis Al-Qur’an

ol Ditulis al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf | (el)nya.

Ayl ditulis ar-Risalah

sl ditulis an-Nisa’

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

@ 11 Gl ditulis Ahl ar-Ra’yi

Gl Jol ditulis Ahl as-Sunnah
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KATA PENGANTAR

GBy9 Al dazyy (Sale o]
ezl 4oy Al Jeg dosme b crtlansall G340 e pDldls 83ally cnalladl oy ald ozl
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bekerja adalah salah satu hak bagi setiap orang untuk memenuhi kebutuhan
sehari-harinya, dan diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut dalam UUD 1945) yang
menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara Indonesia berhak atas bekerja dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaa.”. Dengan adanya ketentuan tersebut
pemerintah harus memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia
pada saat melakukan suatu pekerjaan yang tidak melanggar hukum baik di bidang
pemerintah maupun swasta. Ketentuan diatas juga dipertegas dalam Pasal 28d ayat
(2) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat

imbalan dan perlakuan yang layak dan adil dalam hubungan kerja”.

Namun di negara Indonesia ini dalam permasalahan lapangan kerja belum
mampu menyediakan dan menampung tenaga kerja. Padahal jumlah lapangan kerja
yang disediakan oleh pemerintah lebih kecil daripada jumlah tenaga kerja yang ada.
Untuk itu dari sektor swasta sangat berperan dalam upaya penyediaan lapangan
kerja dan juga dalam penerimaan tenaga kerja sesuai dengan keahlian yang dimiliki
tenaga kerja dan kebutuhan pihak swasta tersebut. Namun sektor swasta juga belum

bisa menampung semua tenaga kerja yang ada.

Lapangan Kkerja yang terbatas menyebabkan bertambahnya angka

pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Hal tersebut merupakan momok bagi



negara Indonesia,selain itu juga kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia tentang
pendidikan. Untuk itu banyak masyarakat indonesia yang memilih untuk bekerja di
bidang usaha informal. Usaha informal yaitu usaha yang tidak terdaftar oleh
pemerintah, termasuk usaha keluarga yang tidak memiliki izin resmi atau tidak
mengikuti regulasi yang ada, pedagang kaki lima, dan bisnis-bisnis kecil. Usaha
informal biasanya tidak memiliki akta pendirian atau izin usaha resmi. Usaha
informal memiliki peran penting dalam perekonomian, terutama di negara
berkembang, di mana mereka memberikan lapangan kerja, mendorong

kewirausahaan, dan menyediakan barang serta jasa yang dibutuhkan masyarakat.

Di era globalisasi, kemajuan dalam bidang informasi dan komunikasi telah
menyederhanakan dan mempercepat proses sosialisasi. Dengan memanfaatkan
teknologi yang memungkinkan akses tanpa batasan ruang dan waktu, setiap
individu kini dapat dengan mudah mengirim, mencari, atau menerima informasi
secara cepat, tanpa perlu melakukan perjalanan jauh untuk mendapatkannya. Salah
satu contoh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah internet.
Sebagai salah satu media informasi dan komunikasi elektronik yang banyak
dimanfaatkan oleh banyak orang dalam berbagai keperluan seperti mencari
informasi, mengirim email, mengolah data, serta berbagai sarana untuk melakukan

proses jual beli barang secara online.

Dengan kemajuan dalam berteknologi informasi dan komunikasi telah
mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang transportasi.
Transportasi memiliki peran yang sangat signifikan dalam pengembangan ekonomi

masyarakat, di antaranya dengan meningkatkan pendapatan nasional dan



menciptakan peluang kerja baru. Mengingat pentingnya fungsi dan keberadaan
transportasi, diperlukan penataan yang terintegrasi dalam bidang lalu lintas dan
angkutan jalan. Hal ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan jasa transportasi
yang dapat memenuhi kebutuhan lalu lintas serta menyediakan pelayanan angkutan
yang tertib, nyaman, cepat, lancar, dan terjangkau biayanya.! Maka dari itu kini
masyarakat mengambangkan internet dan transportasi menjadi satu, yaitu ojek
online. Ojek online yang sudah marak ini tidak hanya mengantar jemput orang saja,
namun juga bisa mengantar jemput barang dan juga makanan. Dan sekarang ojek
bukan hanya menggunakan transportasi berupa motor melainkan menggunakan
mobil juga. Semakin maju teknologi ojek atau taxi tidak harus menunggu di pangkal
lalu mengantar ke tempat tujuan dan dibayar secara tunai, hamun menunggu
penumpang bisa dimana saja dengan menggunakan jaringan nirkabel atau online.
Dan juga para calon penumpang juga tidak harus berjalan menuju pangkalan ojek
melainkan memesan dari tempat penjemputan menggunakan smartphone melalui
sebuah aplikasi.? Ojek online sekarang banyak jenis nya diantaranya Go-jek, Grab,
Maxim, Shopee Food, inDrive, Uber, Anterin, OJO, dan Roda Roda. Namun, dalam

penelitian ini fokus untuk membahas tentang ojek online dari Go-jek.

Go-jek merupakan pelopor inovasi ojek pangkal ke ojek online yang
penyediaan jasa nya tidak hanya ojek motor melainkan menyediakan ojek berbasis

mobil. Penyediaan jasa di dalam Go-jek salah satunya GoRide dan GoCar. Kedua

L Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga. Bandung: Citra Aditya (1998), him 7.

2 Takahindangen, Wiranda Ch, Deddy Ch Rotinsulu, dan Richard LH Tumilaar. Analisis
Perbedaan Pengeluaran Konsumsi Pengemudi Ojek Online GRABSebelum Dan Sesudah Menjadi
Pengemudi Ojek Online Di Kota Manado. Jurnal Berkala Efisiensi, Vol.21 No.1(2021), him. 41.



system ini merupakan kembangan dari ojek motor pangkalan dan taxi, yang mana

keduanya juga menggunakan transportasi motor dan mobil.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
merupakan salah satu regulasi yang diharapkan dapat memberikan perlindungan
bagi semua pihak yang terlibat di bidang ekonomi ini. Tak luput pula driver ojek
online yang termasuk lingkup bidang ekonomi. Driver ojek online merupakan mitra
dari penyedia jasa, mereka beroperasi dalam lingkungan yang memerlukan
perlindungan dari risiko yang dihadapi. Kecelakaan yang terjadi tidak hanya
mengancam keselamatan dan kesehatan fisik para driver, tetapi juga dapat
berimplikasi pada kehidupan ekonomi dan sosial mereka, serta keluarga yang

mereka tanggung.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di
mana telah diatur dalam pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “Pelaku usaha adalah
setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum
maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan
kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun
bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam
berbagai bidang ekonomi.”.® Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan
perlindungan, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan.
Banyak driver ojek online yang belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban

mereka, serta prosedur hukum yang harus ditempuh ketika mengalami kecelakaan.

3 pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.



Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana penerapan
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dapat sejalan dengan prinsip-prinsip magasid
syariah dalam memberikan perlindungan yang efektif bagi pengguna jasa ojek
online di Kabupaten Bantul. Dari perspektif magasid syariah, yang menekankan
pada tujuan dan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan, perlindungan bagi pengguna
jasa ojek online menjadi sangat penting. Magasid syariah berfokus pada lima tujuan
utama: perlindungan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Prinsip-prinsip
tersebut menuntut adanya upaya nyata untuk melindungi hak-hak para pengguna
ojek online, termasuk dalam hal jaminan perlindungan hukum ketika terjadi

kecelakaan.

Sebagaimana yang telah terjadi pada beberapa penumpang ojek online yang

mengalami kecelakaan dalam beberapa tahun belakangan ini,

Kasus kecelakaan pada tahun 2023 yang meninpa penumpang ojek online
di Peciro, Murtigading, Sanden, Bantul bernama Salman Al-Farisi (Faris) berusia
29 tahun yang mengalami kecelakaan pada saat menggunakan layanan ojek online
berbasis aplikasi Gojek, Adapun kronologi kejadian malam itu Faris telah
melakukan pemesanan layanan ojek online menggunakan aplikasi Gojek yang
seharusnya mengantarkan Faris ke ruko miliknya sendiri, namun dipertengahan
jalan driver kurang jelas melihat jalan karena lampu penerangan jalan sedang mati
sehingga ban motor menerabas lubang jalan sehingga motor oleng dan tidak bisa
dikendalikan lalu terjatuh. Saat itu Faris langsung dibawa ke puskesmas terdekat

agar mendapatkan perwatan medis.



Kasus kecelakaan pada tahun 2024 yang menimpa penumpang ojek online
di Bangeran, Srigading, Sanden, Bantul bernama Apri Rahayu (Apri) Usia 24 tahun
yang mengalami kecelakaan pada saat menggunakan layanan ojek online berbasis
aplikasi Gojek, Adapun kronologi kejadiannya saat itu Faris memesan layanan ojek
online untuk mengantarnya pulang namun saat di tengah jalan rok yang Apri
kenakan masuk ke dalam gir motor dan terlilit. Kemudian Apri terjatuh karena
sudah tidak bisa lagi menahan diri diatas motor. Kemudian Apri dibawa ke rumah

sakit terdedekat untuk mendapatkan penanganan medis.

Berdasarkan dari kasus yang sudah ada, maka diperlukan adanya kepastian
hukum untuk memberi peelindungan kepada konsumen atas hak konsumen dalam
pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana
pelaksanaan undang-undang tersebut dapat memberikan perlindungan yang
memadai bagi pengguna jasa ojek online dalam menghadapi risiko kecelakaan,
serta mengevaluasi sejaun mana implementasinya sesuai dengan prinsip magasid

syariah.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
bagi pengembangan kebijakan yang lebih baik dan adil untuk perlindungan hukum
para driver ojek online, serta mendorong kesadaran akan pentingnya perlindungan
hukum dalam konteks yang lebih luas. Penelitian ini juga akan menyoroti perlunya

kolaborasi antara pemerintah, perusahaan penyedia layanan, dan masyarakat untuk



menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi para pengguna jasa

ojek online.*

Berdasarkan uraian diatas, maka dengan ini penulis menyatakan tertarik
untuk membahas secara lebih lanjut dan mendalam mengenai permasalahan
tersebut diatas dengan judul “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN STUDI

PENGGUNA JASA GOJEK DI BANTUL”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang
akan penulis bahas dalam penelitian adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana Implementasi UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen ditinjau dari Studi Pengguna Jasa Gojek Di Bantul ?
2. Bagaimana Perspektif maqasid Syariah terhadap Implementasi UU No 8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan Konsumen ditinjau dari Studi Pengguna Jasa Gojek
Di Bantul?
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas,

penulis memiliki tujuan dan kegunaan penelitian sebagai berikut:

4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.



a. Untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang No 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen ditinjau dari Studi Pengguna Jasa Gojek
Di Bantul.

b. Untuk mengetahui bagaimana perspektif Magasid Syariah terhadap
Implementasi Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen ditinjau dari Studi Pengguna Jasa Gojek Di Bantul?

2. Kegunaan

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang akan

dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai

berikut:

a. Kegunaan Teoritis
Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai bahan informasi dan
dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran pada program
studi Hukum Tata Negara khususnya dalam pengaturan perlindungan
hukum bagi konsumen ojek online.

b. Kegunaan Praktis
Penelitian ini diharap dapat berguna bagi penulis dan juga para pembaca
serta dapat menjadi bahan referensi penelitian yang sejenis yang berkaitan

dengan perlindungan hukum terhadap ojek online.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian terhadap kajian sebelumnya yang berkaitan
dengan penelitian yang akan diteliti. Telaah pustaka dilakukan guna mengetahui

apakah penelitian tersebut pernah dilakukan atau belum. Di samping untuk



mengetahui perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan

dilakukan. Peneliti menemukan beberapa penelitian yang pernah dilakukan yang

berkaitan dengan Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen.

1) Artikel yang berjudul “Perlindungan hukum terhadap driver ojek online yang
mengalami kerugian akibat tindakan konsumen yang melakukan pesanan fiktit”
karya tulis Made Sinthia Sukmayanti, | Made Sudirga (2022) Universitas
Ngurah Rai yang di dalamnya menjelaskan perlindungan terhadap driver yang
mendapat kerugian dari konsumen yang membatalkan pemesanan. Perusahaan
akan memulihkan akun driver yang melaporkan pesanan fiktif ke kantor
operasional paling lambat 2 bulan setelah kejadian dan bukti bahwa driver tidak
melakukan kesalahan maka akan diganti kerugian driver dan akan dimasukan
ke dalam saldo dalam waktu 2x24 jam®.

2) Artikel “Keselamatan Dan Keamanan Pengemudi Ojek Online Untuk
Kepentingan Masyarakat” karya tulis Hanifah Sartika Putri (2019) Universitas
17 Agustus 1945, Semarang dan Amalia Diamantina (2019) Universitas
Diponegoro yang menjelaskan perlindungan hukum terhadap keselamatan dan
keamanan pengemudi ojek online di Indonesia. Penulis menguraikan
pentingnya regulasi yang mengatur operasional ojek online, hak dan kewajiban
pengemudi, serta tantangan yang mereka hadapi, seperti risiko kecelakaan dan

pelecehan. Selain itu, jurnal ini menganalisis sejauh mana hukum yang ada

5 Made Shinta Sukmayanti dan I Made Sudiga, “Perlindungan Hukum Terhadap Driver Ojek
Online Yang Mengalami Kerugian Akibat Tindakan Konsumen Yang Melakukan Pesanan Fiktif”,
Jurnal 1lmu Hukum, Vol.1 No.3(2022).



3)

4)

5)

10

dapat memberikan perlindungan dan merekomendasikan langkah-langkah
perbaikan untuk meningkatkan keamanan pengemudi. Dampak sosial dari
keberadaan ojek online juga dibahas, menyoroti pengaruh positif dan negatif
terhadap masyarakat dan ekonomi local .®

Skripsi “Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Ojek Online Basis Aplikasi
Gojek Dalam Kasus Kecelakaan Yang Melibatkan Penumpang (Tinjauan
Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen) karya tulis Kurnia Sukma Putra (2022) Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menjelaskan tentang perlindungan
penumpang ojek online yang mengalami kecelakaan. ’

Skripsi “Perlindungan Hukum bagi Mitra/Driver Ojek Online menurut
Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia” karya tulis M.Kharis Mawanda
(2018) Universitas Jember yang menjelaskan peraturan konsumen ojek online,
termasuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang
ketenagakerjaan. Penulis juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi driver,
seperti ketidakpastian pendapatan dan masalah keselamatan. 8

Skripsi “Perlindungan Hukum Pekerja Ojek Online Apabila Mengalami
Kecelakaan Kerja Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan” karya tulis Yuyun

Saputri yang menjelaskan perlindungan hukum dalam konteks meningkatnya

®H. S. Putri, and A. Diamantina, "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Keamanan

Pengemudi Ojek Online Untuk Kepentingan Masyarakat," Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia,
vol. 1(3). (2019) : HIm. 392-403,

7K. S. Putra, “Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Ojek Online Berbasis Aplikasi Gojek Dalam

Kasus Kecelakaan Yang Melibatkan Penumpang (Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen),” Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2022).

8 M. Kharis Mawanda, “Perlindungan Hukum Bagi Mitra/Driver Ojek Online Menurut

Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia,” Skripsi, Universitas Jember, (2018).



11

risiko kecelakaan. Skripsi ini juga mendefinisikan kecelakaan kerja yang dapat
dialami driver, hak atas kompensasi dan perawatan medis, serta tantangan
dalam mengakses perlindungan hukum, seperti kurangnya sosialisasi mengenai

hak-hak mereka.?

Berdasarkan telaah pustaka yang telah dilakukan, persamaan mendasar dalam
objek penelitian, metode penelitian, dan juga kerangka teoritik sebagai bahan yang
digunakan dalam penelitian. Pada penelitian sebelumnya meneliti hukum
perlindungan pekerja/driver ojek online baik keselamatan maupun Kesehatan saat
bekerja, namun peneliti akan menganalisis undang-undang yang berkaitan dengan
konsumen khususnya pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen untuk mengevaluasi keterlaksanaan undang-undang
tersebut di lapangan menggunakan instrumen yuridis. Berdasarkan hal tersebut
belum terdapat penelitian implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen driver ojek online yang terjadi kecelakaan

perspektif maqasid syari’ah, sebagaimana yang akan dilakukan ini.

. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka konseptual yang akan menjadi landasan berfikir
untuk melakukan sebuah penelitian, guna untuk mengkaji dan menjawab persoalan.
Berikut pengembangan dari teori tersebut:

1. Teori Efektivitas Hukum

®Yuyun Saputri, “Perlindungan Hukum Bagi Driver Ojek Online yang Mengalami Kecelakaan
Kerja Berdasarkan Peraturan Ketenagakerjaan,” Skripsi, Universitas Sriwijaya, (2019).
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Teori efektivitas hukum merupakan konsep fundamental dalam ilmu
hukum yang mengkaji sejauh mana peraturan perundang-undangan dapat
mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam implementasinya di masyarakat.
Efektivitas hukum dapat diartikan sebagai keberhasilan hukum dalam
mencapai tujuan-tujuan yang telah dirumuskan, tidak hanya memfokuskan
pada aspek normatif tetapi lebih menekankan pada dampak nyata ketika norma
hukum diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Teori ini mencakup
analisis hubungan antara hukum dalam bentuk tertulis (law in books) dengan
hukum dalam implementasinya (law in action). Kesenjangan antara keduanya
menjadi fokus utama dalam pengkajian efektivitas hukum. Suatu peraturan
dapat sempurna secara teknis yuridis, namun jika tidak dapat
diimplementasikan dengan baik di masyarakat, efektivitasnya menjadi

dipertanyakan.

a. Unsur-Unsur Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum diukur melalui tiga unsur yang saling berkaitan.
Pertama, unsur substansi hukum yang merujuk pada materi atau isi
peraturan. Substansi hukum harus jelas, tidak ambigu, dan dapat dipahami
oleh masyarakat. Kejelasan rumusan norma menjadi prasyarat fundamental
agar masyarakat memahami apa yang diharapkan dan dilarang. Kedua,
unsur struktur hukum yang mencakup lembaga-lembaga hukum dan
aparatur penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.
Kualitas, kapasitas, dan integritas dari struktur hukum sangat menentukan

efektivitas implementasi peraturan. Ketiga, unsur budaya hukum yang
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merujuk pada sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum. Budaya
hukum mencakup tingkat kesadaran hukum masyarakat, respek terhadap
peraturan, serta kemauan untuk mematuhi ketentuan. Tanpa dukungan
budaya hukum yang positif, implementasi peraturan akan menghadapi

hambatan signifikan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Berbagai faktor mempengaruhi tingkat efektivitas peraturan hukum.
Faktor internal meliputi kualitas perumusan norma, konsistensi antar
peraturan, dan ketersediaan mekanisme implementasi yang memadai.
Ketersediaan sumber daya manusia, finansial, dan infrastruktur menjadi
prasyarat penting untuk efektivitas hukum. Faktor eksternal mencakup
kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya masyarakat. Tingkat
pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat mempengaruhi bagaimana
mereka merespons dan mematuhi peraturan. Kondisi ekonomi yang sulit
dapat menyebabkan  masyarakat mengabaikan  peraturan  jika

implementasinya menimbulkan beban ekonomi berat.

Faktor politik juga berperan penting, terutama komitmen politik
pemerintah untuk mengimplementasikan peraturan. Dukungan politik kuat
akan memfasilitasi implementasi efektif, sementara ketidakkonsistenan

kebijakan dapat menghambat efektivitas hukum.



14

c. Indikator Pengukuran Efektivitas Hukum

Pengukuran efektivitas hukum dilakukan melalui indikator
kuantitatif dan kualitatif. Indikator kuantitatif meliputi tingkat kepatuhan
masyarakat, jumlah pelanggaran, tingkat penyelesaian sengketa, dan
capaian target peraturan. Data statistik implementasi memberikan
gambaran objektif tingkat efektivitas. Indikator kualitatif mencakup
persepsi masyarakat terhadap peraturan, tingkat kepuasan implementasi,
dan dampak sosial yang dihasilkan. Survei persepsi publik, focus group
discussion, dan wawancara stakeholder memberikan insight aspek
kualitatif efektivitas hukum. Perubahan perilaku masyarakat sesuai tujuan

peraturan juga menjadi indikator penting dalam mengukur efektivitas.

2. Teori Magasid Syariah

Magasid syariah memiliki tujuan utama yaitu merealisasikan kemanfaatan
untuk manusia baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Teori magasid
syariah juga memberikan kerangka kerja yang penting untuk memahami tujuan
di balik hukum Islam. Dengan menekankan pada tujuan utamanya, teori ini
membantu dalam menciptakan hukum yang tidak hanya sesuai dengan teks,
akan tetapi juga relevan dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Pendekatan
ini memungkinkan hukum Islam untuk beradaptasi dengan tantangan dan

kebutuhan zaman modern.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
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Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, yang disebut
dengan penelitian yuridis empiris, yakni penelitian hukum sosiologis yang
mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan telah terjadi dalam kehidupan
masyarakat.

. Sifat penelitian

Menurut Whitney bahwa metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan
interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah — masalah
dalam masyarakat dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi
tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, serta proses
— proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena. Sifat dari
penelitian ini adalah deskriptif, yakni mengkaji fenomena secara lebih rinci atau
membedakan dengan fenomena yang lain. Dalam penelitian ini ditinjau dari
segi yuridis dan filosofis kemudian akan dianalisis menggunakan teori magasid

syariah.

. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yuridis dan filosofis.
Pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan hukum utama
dengan cara menelaah konsep, teori, dan asas hukum serta peraturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan penelitian.

Pendekatan filosofis yaitu cara pandang yang mempunyai tujuan untuk
menjelaskan hikmah atau inti yang ada dibalik objek formanya, atau
pemdekatan dengan upaya sadar dilakukan untuk menjelaskan apa yang ada

dibalik sesautu yang tampak.
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4. Lokasi penelitian
Penelitian ini akan dilakukan di beberapa pangkalan ojek online di daerah
Kabupaten Bantul.
5. Sumber Data
a) Bahan Hukum Primer, merupakan data yang diperoleh melalui serangkaian
kegiatan:

1) Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung di lokasi
penelitian. Dalam metode ini penulis akan mengamati ojek online yang
ada di Yogyakarta.

2) Wawancara yaitu bertemu langsung dan mengajukan pertanyaan untuk
mendapatkan jawaban yang relevan dari narasumber.

3) Dokumentasi yaitu mengumpulkan data mengenai hal atau variabel
yang berupa catatan, transkip, dan lain-lain. Fungsi dokumentasi adalah
sebagai penunjang untuk melengkapi data primer yang dijadikan
sebagali referensi dalam sebuah penelitian serta bukti bahwa penelitian
tersebut sebenarnya.

b) Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan
penjelasan terkait pembahasan terhadap bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder dapat berupa karya ilmiah yang akurat, artikel, buku-buku,
berita di media cetak maupun visual.

c) Bahan hukum tersier
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Bahan hukum ialah bahan/ data yang memberikan penjelasan
terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dan juga untuk
mengidentifikasi permasalahan yang sedang diteliti/dibahas.

6. Metode Analisis

Penulis menganalisis data menggunakan metode empiris, Yyakni
menganalisis data dari hasil observasi. Dalam metode ini penulis melakukan
observasi di tempat yang berkaitan dengan penelitian dan sebagai objek yang
menjadi pokok pada penelitian ini.
G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun secara terstruktur dan teratur dengan sistematika yang terbagi

menjadi 3 bagian dan keseluruhannya terdapat 5 bab pembahasan yaitu

pendahuluan (BAB I), Pembahasan(BAB I1,111,1V), dan Penutup (BAB V).

Bab pertama , berisi pendahuluan yang berisi latar belakang persoalan yang
berupa alasan menjadi objek penelitian. Dan juga di dalam pendahuluan
menjelaskan pokok permasalahan, tujuan , kegunaan penelitian, telaah pustaka,
kerangka teori, metode penelitian dan juga sistematika pembahasan.

Selanjutnya Bab kedua, berisi tinjauan umum mengenai teori yang akan
digunakan penulis sebagai alat untuk menganalisis persoalan yang terdapat dalam
rumusan masalah yang berdasarkan objek penelitian. Dan juga dalam bab ini
terdapat sub bab yang terdiri dari definisi perlindungan konsumen, definisi ojek
online, UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan perlindungan

konsumen dengan konsep magasid syariah.
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Pada Bab ketiga, berisi gambaran umum tentang bagaimana pelaksanaan
terhadap Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan terhadap
konsumen.

Untuk Bab keempat, berisi analisis dengan konsep yuridis dan filosofis
terhadap Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
menurut perspektif Magasid Syariah.

Dan Bab kelima, berisi penutup yang akan menjadi bagian akhir dari skripsi

yang akan memuat kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bersadarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Implementasi Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Ojek

Online yang Mengalami Kecelakaan ditinjau dari perspektif Magasid Syariah (Studi

pada PT. Gojek Indonesia Yogyakarta), maka penulis menyimpulakan beberapa hal

sebagai berikut:

1.

Implementasi Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hukum
Konsumen terhadap Ojek Online yang mengalami kecelakaan oleh PT.Gojek
Indonesia Yogyakarta belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum yang
maksimal. Dalam hal ini penumpang tercakup dalam skema asuransi, namun
sosialisasi dalam kejelasan informasi mengenai proses klaim dan besaran
tanggungan masih kurang efektif dan merata. Dalam praktiknya, penumpang
belum sepenuhnya memahami haknya sebagai konsumen khususnya Kketika
pelaporan atau merasa kesulitan dalm mengurus klaim asuransi akibat minimnya
pendampingan dan komunikasi dari pihak perusahaan.

Dalam Perspertif Magasid Syariah, perlindungan terhadap penumpang ojek online
belum sepenuhnya memenuhi prinsip hafiz al-nafs (perlindungan jiwa) dan hifz
al-mal (perlindungan harta). Dalam Islam, keselamatan jiwa dan keamanan harta
merupakan bagian dari tujuan utama syariat. Ketikan penumpang tidak
mendaptkan jaminan atas keselamtan jiwa dan harta maka prinsip perlindungan

tersebut belum terpenuhi secara menyeluruh.

69
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B. Saran
Sebagai hasil temuan diatas, berikut saran yang dapat diberikan:

1. Kepada PT.Gojek Indonesia, perlu dilakukan peningkatan transparasi
informasi kepada penumpang mengenai hak perlingdungan termasuk
prosedur klaim kecelakaan dan kontak layanan bantuan. Perusahaan juga
disarankan membuat system pendampingan aktif bagi penumpang yang
terlibat bagi penumpang yang terlibat dalam insiden kecelakaan.

2. Kepada Pemerintah, perlu meningkatkan pengawasan dalam hal
perlindungan konsumen bagi transportasi online, dan juga menyiapkan
regulasi yang mempertegas tanggung jawab penyediaan platform terhadap
keselamatan penumpang.

3. Kepada Penumpang, untuk lebih teliti dan memahami hak-hak sebagai
konsumen. Konsumen supaya membaca ketentuan layanan dengan teliti,
dan segera melaporkan jika terjadi insiden saat menggunakan jasa
transportasi  online. Dalam hal ini konsumen dapat menuntut
pertanggungjawaban secara hukum jika mengalami kerugian atau cedera

sebagai bentuk perlindungan konsumen.
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